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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam
tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara
elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :
PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxx, Tempat/Tgl/Lahir: Puppuuring 06
Februari 1990, umur 34 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, bertempat
kediaman di XXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX,
Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar,
dengan domisili elektronik pada email XXXXXXXXXX,
Nomor Handpone xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I.
PEMOHON 2, 7604154407050002, Tempat/Tgl/Lahir: Rura 04 Juli
2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di
XXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan Alu,
Kabupaten Polewali Mandar, dengan domisili
elektronik pada email xxxxxxxxxx, Nomor Handpone
XXXXXXXXXX, sebagai Pemohon II.
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06
Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Ecourt di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan
register perkara Nomor 281/Pdt.P/2024/PA.Pwl tertanggal 06 Agustus 2024,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam
pada tanggal 13 Maret 2021 di Dusun Siapper, XXXX XXXXXXXXxx, Kecamatan
Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah saudara
kandung Pemohon Il bernama Xxxxxxxxxxkarena ayah kandung Pemohon II
telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Siapper
bernama Xxxxxxxxxx, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan
maskawin berupa 1 (satu) pohon durian yang diserahkan secara secara
tunai oleh Pemohon | kepada Pemohon Il, dengan saksi dua orang laki-laki
dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama XXXXXXXXXX;

2. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus Perjaka dan Pemohon |I
berstatus Perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxxxxx, umur 2 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il xxxxx xxx hubungan
keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan,
XXXXX Xxx larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan
hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut xxxxx xxx pihak ketiga yang
mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il dan selama itu pula Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah
terjadi perceraian dan Pemohon | dan Pemohon Il tidak terikat dengan
perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah memiliki Buku Nikah
karena pada saat menikah Pemohon Il masih dibawah umur, sehingga Imam
yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak melaporkan
pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
sedangkan Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi syarat untuk
mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il memerlukan penetapan isbat nikah
dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon | dan
Pemohon Il dan keperluan lainnya;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon | dan Pemohon

Il mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (PEMOHON 1) dengan Pemohon I
(PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021 di Dusun
Siapper, XXxx Xxxxxxxxxx, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat
lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14
hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut Xxxxx xxx
pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali
sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon | dengan
Pemohon Il telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat
permohonan Pemohon | dengan Pemohon Il dalam persidangan yang terbuka
untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon | dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii permohonannya tersebut,
Pemohon | dengan Pemohon Il telah mengajukan dua orang saksi yang telah
memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD,
bertempat kediaman di Dusun Puppuuring, Desa Puppuuring, Kecamatan
Alu, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, menerangkan bahwa saksi adalah Paman
Pemohon |, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut;
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- Bahwa saksi kenal Pemohon | dan Pemohon II. Pemohon | bernama
PEMOHON 1, sedangkan Pemohon Il bernama PEMOHON 2;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon | dan
Pemohon Il pada tanggal 13 Maret 2021 di Dusun Siapper, XxXx
XXXXXXXXXX, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon I adalah saudara kandung Pemohon |l bernama
Xxxxxxxxxxkarena ayah kandung Pemohon Il telah meninggal dunia,
karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa 1
(satu) pohon durian yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon | kepada
Pemohon II;
-Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu
XXXXXXXXXX
- Bahwa Pemohon | berstatus Perjaka dan Pemohon Il berstatus Perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il;
- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il xxxxx xxx halangan atau
larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak memiliki Buku Nikah karena
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak dilangsungkan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan penetapan
itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan
kepastian hukum tentang hubungan Pemohon | dan Pemohon Il dan
dalam rangka pendidikan anak Pemohon | dengan Pemohon Il serta
keperluan lainnya;

2. SAKSI 2, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan

XXXXX XXX, bertempat kediaman di Dusun Saluloppo, Desa Puppuuring,

Kecamatan Alu, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, menerangkan bahwa saksi
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adalah ayah kandung Pemohon |, dibawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon | dan Pemohon II. Pemohon | bernama
PEMOHON 1, sedangkan Pemohon Il bernama PEMOHON 2;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon | dan
Pemohon Il pada tanggal 13 Maret 2021 di Dusun Siapper, XXXX
XXXXXXXXXX, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il adalah saudara kandung Pemohon Il bernama
Xxxxxxxxxxkarena ayah kandung Pemohon Il telah meninggal dunia,
karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa 1
(satu) pohon durian yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon | kepada
Pemohon II;

-Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu
XXXXXXXXXX,

- Bahwa Pemohon | berstatus Perjaka dan Pemohon Il berstatus Perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il;

- Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il xxxxx xxx halangan atau
larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak memiliki Buku Nikah karena
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak dilangsungkan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan penetapan
itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan
kepastian hukum tentang hubungan Pemohon | dan Pemohon Il dan
dalam rangka pendidikan anak Pemohon | dengan Pemohon Il serta

keperluan lainnya;
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Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menyampaikan
kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon
menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon
mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap
pada isi permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon |
dengan Pemohon Il adalah seperti telah diuraikan di atas;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon | dengan Pemohon Il pada
pokoknya adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah melangsungkan
pernikahan di Dusun Siapper, XXXX XXXXXxXxXXX, Kecamatan Alu, Kabupaten
Polewali Mandar, pada tanggal 13 Maret 2021, dengan wali nikah saudara
kandung Pemohon Il bernama Xxxxxxxxxxkarena ayah kandung Pemohon II
telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Siapper
bernama Xxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa 1 (satu) pohon durian yang
diserahkan secara tunai oleh Pemohon | kepada Pemohon I, dan dihadiri oleh
dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxxxxxx, namun Pemohon |
dengan Pemohon Il tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan
tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon | dengan Pemohon I
sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian
hukum perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il dan keperluan lainnya;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah
diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14
hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata xxxxx xxx pihak yang
mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis
Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;
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Menimbang, bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menguatkan
dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti dua orang
saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpabh;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308
R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa menyatakan dengan
tegas bahwa mengetahui perihal Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami
istri bahkan saksi | dan saksi Il menyatakan secara tegas telah menghadiri
pelaksanaan agad nikah antara Pemohon | dan Pemohon II, yang dilaksanakan
pada tanggal 13 Maret 2021 di Dusun Siapper, XXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan
Alu, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah saudara kandung
Pemohon Il bernama Xxxxxxxxxxkarena ayah kandung Pemohon Il telah
meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Siapper bernama
Xxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa 1 (satu) pohon durian yang diserahkan
secara tunai oleh Pemohon | kepada Pemohon I, dan dihadiri oleh dua orang
saksi masing-masing bernama  XxXXXxxxxxx, keduanya sama-sama
menerangkan bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut xxxxx xxx
hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang
dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak
pernah bercerai sampai saat ini, xxxxx xxx pula pihak-pihak lain yang keberatan
dengan perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il sehingga telah sejalan dan
mendukung dalil pemohon pada posita poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin
ke (4) dan poin ke (5) permohonan Pemohon | dengan Pemohon Il dan para
saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan
berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah, isi
keterangannya secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan
dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon | dengan Pemohon I
dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka
Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
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Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi

Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang

dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan

adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi

Hukum Islam, permohonan pengesahannya hanya dapat diterima apabila

diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a)

Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan

pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian,

maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini

diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan
yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon
sehingga mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka,

ternyata alasan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar

pernikahannya dapat disahkan secara hukum sebagai salah satu syarat untuk
penerbitan buku nikah wuntuk dipergunakan dalam rangka kepentingan
pendidikan anak para Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa

permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan

yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il pada
tanggal 13 Maret 2021 di Dusun Siapper, XXXX XXXXXXxxXxx, Kecamatan Alu,
Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah saudara kandung
Pemohon Il bernama Xxxxxxxxxxkarena ayah kandung Pemohon Il telah

meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Dusun Siapper
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bernama Xxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa 1 (satu) pohon durian yang
diserahkan secara tunai oleh Pemohon | kepada Pemohon I, dan dihadiri
oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXxXXXXXXXX;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus perjaka dan Pemohon Il
berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il xxxxx xxx hubungan keluarga
atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il, dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang
keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap hidup rukun;

4. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah
dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon |
dengan Pemohon Il dan keperluan lainnya;

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
setempat;

6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah
dikaruniai seorang anak yang bernama, umur 2 tahun;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan
Pemohon 1l tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Pemohon I
dengan Pemohon Il telah memenuhi syarat dan xxxxx xxx larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama
sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya

diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

S alslall aslWl 18] s
Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”
serta dalam kitab Ushul al-Fighi halaman 930:
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“Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itu sebagai istri

seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan
suami-istri selama xxxxx xxx bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)”;
Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut juga tidak terikat

hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya
sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa keabsahan nikah dalam perkara a quo, majelis hakim
perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai
berikut:

J3& 3alds Gls, Vel V
Artinya: “Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang
saksi yang adil” (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun
dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “Untuk melaksanakan perkawinan
harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e.
ifab dan qabul”;

Menimbang, bahwa dengan Hadits di atas, dan nash syar’i lain yang
terkait, para Ahli Figih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5
(lima) yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul,
hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga
dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Igna’ juz Il halaman 123, yang

diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

<

L)l.)._9L2.” Lo.fbg g“}\JSB T9J9 479 )9 4o duo> (D9 CIS.L” L')lSJ|
J | 2D Luu 9
Artinya: rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon

suami, wali, dan dua orang saksi.
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Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon | dengan
Pemohon 1l xxxxx xxx hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah
sesusuan dan pada saat menikah dan para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh
karena itu, berdasarkan fakta di atas para Pemohon tidak ada larangan untuk
menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai
dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan para
Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk
keabsahan perkawinan Para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa
perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak
larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandang
pengajuan itsbat nikah tersebut oleh Para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik
untuk taat hukum, dan kesalahan Para Pemohon tersebut tidak harus
dibebankan seterusnya kepada Para Pemohon sedangkan akibat hukumnya
akan merugikan bagi Para Pemohon jika xxxxx xxx kepastian hukum dalam
kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan
hukum bagi para Pemohon dan untuk anak Para Pemohon;

Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut juga tidak terikat
hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya
sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim
berpendapat bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il, yang
dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021 di Dusun Siapper, XXXX XXXXXXXXXX,
Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, telah memenuhi rukun dan syarat
perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di
dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan ltsbat Nikah Pemohon | dengan Pemohon Il
patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | dan
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Pemohon Il tersebut;
Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka
memerintahkan Pemohon | dengan Pemohon Il untuk mencatatkan perkawinan
tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
tempat tinggal Pemohon | dengan Pemohon II;;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon |
dengan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (PEMOHON 1) dengan
Pemohon Il (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021
di Dusun Siapper, XxXxXX XXXXXxxxxx, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali
Mandar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dengan Pemohon Il untuk
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mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Alu, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX;

4. Membebankan Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Polewali pada hari hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nailah B,
M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Mulhaeri, S.E., Sy,
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penatapan tersebut telah diucapkan
dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dian Eko
Nugroho Ibrahim, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara
elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. Mulhaeri, S.E., Sy
Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H

Perincian biaya :
- PNBP :Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 100.000,00
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- Panggilan 'Rp 0
- Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah :Rp 170.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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